
	  

	  

BAB IV 

PENUTUP 
  
 
A. Kesimpulan 

 
 

1. Tanggung jawab terhadap protokol Notaris yang belum 

ditunjuknya penerima Protokol Notaris berada pada pihak Majelis, 

akan tetapi jika MPD telah mengusulkan kepada Kementriaan 

Hukum dan Hak Asazi Manusia dan Kementriaan belum juga 

menyetujui dalam batas yang telah ditentukan dalam Pasal 25 

angka 7 peraturan Mentri hokum dan Hak Asazi Manusia Nomor 

M.01-HT.03.01Tahun 2006,maka MPD bertanggung jawab untuk 

menyimpan, menjaga dan merawat protokol notaris dengan 

menitipkan kepada Notaris yang telah diusulkan sebelumnya, akan 

tetapi Notaris tersebut hanya bertanggung jawab secara moril 

untuk menjaganya agar tidak rusak dan menjamin kerahasiaan isi 

Akta. 

2. Akibat terhadap pemegang Protokol Notaris tersebut tetap melekat 

sepanjang akta Notaris tersebut tidak diubah atau dibatalkan oleh 

para pihak yang mengikatkan diri di dalam akta Notaris tersebut, 

artinya walaupun Notaris yang membuat akta tersebut telah 

menyerahkan Protokol ke Notaris lain, akta Notaris yang di buat 

tetap berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang 

membuatnya. 

 

 



	  

	  

B. Saran 
 

1. Seharusnya Kementriaan Hukum dan Hak Asazi Manusia 

menyiapkan instrumen hukum untuk  melaksanakan kepatuhan 

hukum dengan menerbitkan surat keputusan penunjukan pemegang 

Protokol Notaris dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan. 

2. Sebaiknya Majelis Pengawas Daerah dan Pemerintah, telah siap 

dalam mengupayakan terlaksananya peraturan yang telah dibuat, 

seperti dalam hal memberikan kewenangan kepada MPD untuk 

menyimpan protokol Notaris, dan menganggarkan sendiri dana 

untuk pengelolaan protokol tersebut, maka MPD seharusnya punya 

sarana untuk menyimpan Protokol Notaris. 

	  


